
 

  

TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA R.I 
No.6756 DIKBUD. Cagar Budaya. Register Nasional. 

Pelestarian. Pencabutan. (Penjelasan atas 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1) 
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 1 TAHUN 2022  

TENTANG 

REGISTER NASIONAL DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan 

Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan 

Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan 

manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu 

harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat 

memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.  

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang Pengalihan 

Kepemilikan Cagar Budaya, Kompensasi dan Insentif bagi Setiap Orang 

yang melindungi Cagar Budaya, penemuan dan Pencarian ODCB, 

Pemeringkatan Cagar Budaya, Register Nasional, Pelestarian Cagar Budaya, 

Pengelolaan Cagar Budaya, serta peran serta masyarakat. Pengaturan lebih 

lanjut tersebut bertujuan agar upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar 

Budaya dapat dilaksanakan dengan benar, serta operasional sesuai tujuan 

Pelestarian.  

Pengaturan lebih lanjut Kepemilikan Cagar Budaya bertujuan untuk 

mengatur agar ada kepastian dan Pelindungan hukum dalam Kepemilikan 

dan penguasaan Cagar Budaya. Cagar Budaya sering dihadapkan pada 

perlakuan yang tidak benar dengan memperjualbelikannya secara ilegal, 
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hilang, diterlantarkan, dirusak, dipisah-pisahkan, atau dipindahkan dari 

wilayah satu ke wilayah lain, sehingga di tempat asalnya secara perlahan 

jumlahnya terus menurun. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan 

sebuah upaya Pendaftaran secara nasional.  

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, 

jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian 

besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan 

agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif melakukan Pendaftaran, 

sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Cagar Budaya berupa koleksi, hasil 

penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi Pelindungan 

hukum terhadapnya. Berkas Pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat 

terhadap Cagar Budaya disimpan, sebagai arsip untuk kepentingan masa 

depan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi pengembangan 

kebudayaan nasional. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur 

mengenai Pelindungan terhadap ODCB yang diberlakukan sama sebagai 

Cagar Budaya. Selain itu dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya 

diperlukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap Cagar 

Budaya.  

Selain Pelindungan Cagar Budaya yang berupa Penyelamatan dan 

Pengamanan, juga diperlukan Pelindungan Cagar Budaya yang berupa 

Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran. Pelestarian Cagar Budaya tidak 

hanya berorientasi pada Pelindungannya saja, tetapi juga dapat 

dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam 

Pelestarian Cagar Budaya. Pengembangan terhadap Cagar Budaya dapat 

dilakukan oleh Setiap Orang maupun masyarakat hukum adat dengan cara 

Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi. 

Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan 

warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun 

yang berada di luar negeri. Pelestarian ini merupakan realisasi amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk 

menjaga kekayaan yang tersimpan di darat, air, dan udara. Pelestarian 

Cagar Budaya yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya 

Pelindungan Cagar Budaya, kini pemahamannya diperluas, terkait juga 

dengan adanya upaya Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. 

Perluasan pemahaman tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa 
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tidak satupun unsur dari pengertian Pelestarian Cagar Budaya tersebut 

dapat berdiri sendiri, melainkan juga diperlukan adanya upaya 

Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang merupakan satu 

kesatuan bagian yang saling mempengaruhi dan tidak dapat terpisahkan. 

Upaya Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab baik 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan dukungan oleh 

Setiap Orang dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu diperlukan 

pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh 

Setiap Orang dan/atau masyarakat hukum adat. Upaya Pelestarian Cagar 

Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau masyarakat hukum 

adat merupakan sesuatu yang penting dan perlu diberikan penghargaan 

yang berupa Insentif dan Kompensasi.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas.  

 

Pasal 7  

Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “di darat” antara lain bukit, gunung, dan 

lembah. 

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, 

waduk, sumur, dan rawa. 

Ayat (2)  

Pencarian ODCB dapat menggunakan teknologi penginderaan 

jarak jauh (remote sensing). 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Penelitian arkeologi” adalah 

Penelitian yang dilakukan terhadap ODCB berdasarkan 

kaidah keilmuan arkeologi. 

Yang dimaksud dengan “disiplin ilmu bantu lainnya” antara 

lain geologi, paleontologi, pertanggalan (dating), arsitektur, 

antropologi, dan biologi. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pemerintahan daerah, peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai kelautan, dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan 

Penelitian baik untuk Warga Negara Indonesia maupun untuk 

warga negara asing. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “identitas diri pendaftar” adalah 

kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, baik 

bagi Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB 

maupun warga negara asing. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “data ODCB” adalah data yang 

memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran, warna, tempat 

atau lokasi, pemilik atau yang menguasainya, Pemanfaatan, 

dan penggunaan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah 

dokumen yang berupa rekaman suara, gambar, foto, film, 

teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek Pendaftaran 

dan/atau informasi lain yang diperlukan. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “dokumentasi ODCB” antara lain 

berupa foto, peta, video, dan/atau gambar. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “deskripsi” adalah tindakan 

menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara verbal dan 

lengkap. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 
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Pasal 35 

Ayat (1) 

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah penentuan 

identitas objek Pendaftaran.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “klasifikasi” adalah melakukan 

pengelompokan berdasarkan karakter atau ciri-ciri objek 

Pendaftaran. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ”menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya 

atau Kawasan Cagar Budaya” adalah ODCB tersebut ditemukan 

dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dan 

memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah 

perkembangan manusia dengan Situs Cagar Budaya atau 

Kawasan Cagar Budaya. 

 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “nama” adalah identitas objek 

Pendaftaran yang diberikan dan dimengerti oleh masyarakat 
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umum. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “ukuran” antara lain informasi tinggi, 

panjang, lebar, tebal, diameter, luas, dan/atau berat dalam 

ukuran metrik. 

Yang dimaksud dengan “bentuk” adalah wujud Cagar Budaya 

sesuai ciri fisiknya. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42  

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 
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Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah 

kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis 

tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata 

pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan 

perangkat norma hukum adat. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
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Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kerusakan” adalah fenomena penurunan 

karakteristik dan kualitas Cagar Budaya dan/atau ODCB, baik 

akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis 

(misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras dan 

basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan 

serangga). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kondisi yang mengancam kelestarian 

Cagar Budaya” adalah kondisi yang disebabkan karena faktor 

alam maupun gangguan manusia. Faktor alam seperti terjadi 

gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, angin 

topan, petir, atau banjir. Faktor manusia dapat berupa perang, 

terorisme, separatisme, huru-hara, demonstrasi, atau vandalisme.  

 

Pasal 63 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “membangun pelindung” antara lain 

membangun talud untuk mencegah longsor atau tembok 

untuk mencegah abrasi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 
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Pasal 67 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “tempat khusus” misalnya penempatan 

dalam museum yang mempunyai Pengamanan memadai dengan 

memasukannya ke dalam brankas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

 



No. 6756 -14- 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Yang dimaksud dengan “sistem Zonasi” adalah Pelindungan Cagar 

Budaya baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, dengan 

menentukan batas zona sesuai dengan kebutuhan.  

 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “peruntukannya” adalah penggunaan 

setiap zona Cagar Budaya untuk kepentingan Pelindungan, 

Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 86 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

  Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

  Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “lingkungan alam” adalah 

lingkungan di sekitar Cagar Budaya seperti perbukitan, 

sungai, danau, persawahan. Sebagai contoh di kawasan 

Borobudur terdapat danau purba, di Sangiran terdapat 

tebing yang menunjukan perlapisan tanah dengan unsur 

Cagar Budaya, dan di Candi Prambanan terdapat sungai 

Opak yang dialihkan, seperti yang diceritakan dalam prasasti 

Çiva Grha. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “sistem Zonasi lain” adalah sistem 

Zonasi yang telah ditetapkan oleh kementerian lain dan 

Pemerintah Daerah, contohnya sistem Zonasi kawasan 

konservasi hutan lindung dan sistem Zonasi konservasi 

maritim, dan/atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). 

 

Pasal 87 

Cukup jelas. 
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Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

 

Pasal 99 

Cukup jelas. 
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Pasal 100 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Cukup jelas.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penggunaan teknik, metode, dan 

bahan yang tidak bersifat merusak” adalah penggunaan 

teknik, metode, dan bahan yang tidak menyebabkan 

berkurangnya nilai arsitektur, seni, dan/atau kelestarian 

fisik Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar 

Budaya. 

Huruf d 

Cukup jelas.  

 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya 

mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar 

Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap 

mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan 
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tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai 

pengganti bahan asli. 

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap 

Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang 

bertujuan memperkuat konstruksi untuk menghambat proses 

kerusakan lebih lanjut. 

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan 

dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar 

Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang 

sifatnya parsial. 

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan 

yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan 

Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

Pasal 105 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 107 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 109 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 111 

 Cukup jelas. 
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Pasal 112 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 113 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 114 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 116 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 117 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 118 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Huruf a 

Cukup jelas. 

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “gambaran umum” antara lain yang 

berisi identitas, lokasi, luas, batas, nilai penting, dan potensi 

Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.  
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “hasil kajian dari Tenaga Ahli 

Pelestarian” antara lain berupa hasil Penelitian dalam 

Pengembangan Cagar Budaya. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

 

Pasal 126 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “promosi Cagar Budaya” adalah 

menyebarluaskan atau memperkenalkan Cagar Budaya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 127 

Cukup jelas. 
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Pasal 128 

Cukup jelas. 

 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

 

Pasal 139 

Cukup jelas. 
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Pasal 140 

Cukup jelas. 

 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

 

Pasal 151 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud “ketentuan peraturan perundang-undangan” 

adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

 

Pasal 152 

Cukup jelas. 

 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

 

Pasal 156 

Cukup jelas. 

 

Pasal 157 

Cukup jelas. 

 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

 

Pasal 161 

Cukup jelas. 
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Pasal 162 

Cukup jelas. 

 


